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Abstract

After the South Chinag Sea arbitral dwerd stating theat Ching had no right to claim over sea zomes beyomd the jurisdiction provided
by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), China and the Philippines restarted negotiations
on Joint development of oil and gas. Philippine jurists have criticized this effort as a “neglect™ or “compromise” to the Permanent
Court of Arhitration award and the Philippines' claims to the South China Sea. This article aims o analyze the implications of the
Permanent Court of Arbitration award in the case of the South China Sea conceming the joint oil and gas development betueen
China and the Philippines. This article uses doctrinal research aith legal, case, and conceptual approcches. This anab'simu!ts show
that after the issuance of the avbitral award, the Philippines is not obliged to negotiate provisional arrangements for the joint
development of vil and gas with China following Articles 74(3) and 83(3) of the 1982 UNCLQOS in the disputed avea in the Somath
China Seat. Based on the ambitral award, the Philippines is not obliged ro estrain itself in aveas that are not China's vights. In addition,
cven if the Philippines enters into joint development with Ching, it will not wsult in Ching being able to claim the maritime area.

Keywords: South China Sea; oil and gas; provisional arrangements; joint development; arbitral award

Abstrak

Setelah putusan arbitrase Laut China Selfin yang menyatakan bahwa China tidak berhak untuk mengklaim zona
laut di luar kewenangan yang diatur oleh the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982),
China dan Filipina memulai kembali negosiasi tentang pengembangan bersama minyak dan gas bumi. Para ahli
hukum Filipina telah mengkritik upaya ini sebagai “pengabaian” atau “kompromi” terhadap putusan pengadilan
arhitrase permanen dan klaim Filipina atas Laut China Selatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi
putusan Mahkamah Arbitrase Permanen atas kasus Laut China Selatan dikaitkan pada pengembangan bersama
minyak dan gas bumi antara China dan Filipina. Artikel ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan
pendekatan hukum, kasus, dan konseprual. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa setelah dikeluarkannya putusan
arbitrase, Filipina tidak berkewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara untuk pengembangan bersama
minyak dan gas dengan China sesuai dengan Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982 di wilayah yang disengketakan
di Laut Cina Selatan. Berdasarkan putusan arbitrase tersebut, Filipina tidak berkewajiban menahan diri di wilayah
yang bukan merupakan hak China. Selain itu, walaupun Filipina mengadakan pengembangan bersama dengan
China, itu tidak akan mengakibatkan China dapat mengklaim wilayah maritim tersebut.

Kata kunciz: Laur China Selaran; minyak dan gas bumi; pengaturan sementara; pengembangan bersama;

putusan arbitrase
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L. Pendahuluan

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-
Bangsa 1982 atau the United Nations Convention on the
Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) mengatur
bahwa sumber daya alam non-hayati di dasar laut dan
tanah di bawah laut teritorial [Pasal 2(2)], atau
perairan kepulauan [Pasal 492)], tunduk pada
kedaulatan negara pantai. Ncgara pantai melak-
sanakan hak berdaulat untuk mengeksplorasi atau
mengeksploitasi sumber daya tersebut di zona
cksklusif [Pasal 56(1)]

kontinennya, termasuk di luar 200 mil laut [Pasal

ckonomi atau  landas
771, Meskipun aruran ini jelas dan sederhana,

masalah  hukum dan  praktik  memiliki  dua
permasalahan, pertama, jika deposit minyak dan gas
lepas pantai melintasi garis batas dua negara atau
lebih, dan, kedua, jika sumber daya tersebut
ditemukan di wilayah maritim yang diklaim oleh dua
negara atau lebih.' Masalah ini muncul karena sifat
migrasi dari minyak dan  gas  bumi’Untuk
menemukan solusi masalah ini, negara-negara telah
menciptakan  kegiatan  pengembangan  bersama
dalam praktiknya, yaitu sebuah konsep yang pertama
kali diterapkan pada pengelolaan perikanan dan juga
pada pengembangan sumber daya alam di wilayah
daratan.” Oleh karena itu, pengembangan bersama
minyak dan gas didefinisikan sebagai upaya kerja
sama antara dua atau lebih negara untuk
melaksanakan eksplorasi dan eksploirasi sumber
daya minyak dan gas bumi yang melintasi batas
maritim negara-negara atau yang ditemukan di zona

maritim yang tumpang tindih.*

' Robert Beckman, * t
S dalam [
ed. L dan ; L Cet.
1, (New York: Routledge, 2015), 251-266.
* Ibid., 252.

* Vasco Becker-Weinberg, Joint Development of Hydrocarbon
Deposits in the Law of the Sea, (Berlin: Springer, 2014), 5.

tbid., 6.

* Masahiro Miyoshi, “China's “U-Shaped Line” Claim in
the South China Sea: Any Validity Under International
Law!", Ocean Development & Intemational Law 43, No. 1
(2012): 1-17, 11ttpﬁ://dni.urgff10. 1080/
Q0908320.2011.661937. Robert Beckman, “The UN
Convention on the Law of the Sea and the Maritime
Disputes in the South China Sea,” American Jr.-wna of
International  Law 107, No. 1 (2013): 142-163,
https://doi.org/ 10,5305 amerjintelaw. 107.1.0142.

Sejak

mengenai prospek pengembangan bersama sumber

1970-an, para ahli telah mengkaji

daya perikanan dan khususnya minyak dan gas bumi
yang terkandung di Laut China Selatan (LCS)’
Tujuannya untuk membentuk instrumen hukum
yang yang
berkepentingan di LCS bekerja sama di tengah

memungkinkan negara-negara
sengketa teritorial dan klaim maritim agar tensi

sengketa  di  wilayah  perairan  tersebur  dapat

berkurang. Sampai saat ini, negara-negara yang
mengklaim kedaulatan di LCS belum melakukan
negosiasi yang berarti tentang kedaulatan dan baru
hanya menyepakati delimitasi batas laur pada
beberapa kasus® Para ahli telah mempertimbangkan
pengaturan pengembangan bersama sebagai pilihan
alternatif yang menjanjikan untuk penyelesaian
sengketa’ dan beberapa kerja sama di kawasan laut
tersebut telah dilakukan. Sebagai contoh, Vietnam,
China dan Filipina telah menyepakati pengaturan
hersama untuk melakukan penelitian seismik,” serra

telah

pengembangan bersama di luar delimitasi batas laut

Malaysia  dan  Brunei menyepakati

tradisional.”

Sampai saat ini, kawasan Laur China Selamn
lebih identik dengan konflik dari pada kerja sama.
Perselisihan yang baru-baru ini mengemuka adalah
konflik antara China melawan Filipina. Pengadilan
arbitrase [Permanent Court of Arbitration/(PCA)] vang
dibentuk berdasarkan Lampiran VII UNCLOS
1982, pada 12 Juli 2016 telah memenangkan klaim
bahwa China tidak

memiliki landasan hukum unruk mengklaim hak

Filipina dan menyatakan

© Chris Whomersley, *The South China Sea: The Award
of the Tribunal in the Case Brought by Philippines
against  China—A  Critique,” Chinese Joumal of
[Bmational  Law 15, No. 2 (2016): 239-264,
hetps://doi.org/10.1093/chinesejil/jmw011.

" Emily Meierding, “Joint Development in the South
China Sea: Exploring the Prospects of Oil and Gas
Cnnpemtinm between Rivals,” Energy Research & Social
Science 24, No. 1 (2017): 65-70,
https://doi.org/10. am,’j.em.lﬁl&.llﬂlﬂl.

 Carlos Santamaria, “Sino-Philippine Joint Development
in the South China Sea: Is Political Will Hfugh?”,
Asian Politics and Policy 10, No. 2 (2018): 322-340,
https://doi.org/10. 1111/ aspp.12397.

? ]. Ashley Roach, “Malaysia and Brunei: An Analysis of
their Claims in the South China Sea,” dalam A CNA
Occasional Paper (Arlington: Center for Naval Analyses,
2014), 1-44.

124 | Adrian Nugraha: Dampak Putusan Laut China Selatan...




maritim melalui the ninedash line (sembilan garis
putus-putus) yang melebihi hak mereka berdasarkan
UNCLOS 1982.° Setelah putusan arbitrase (PCA)
tersebut, tumpang tindih klaim maritim antara
China dan Filipina (secara teori) telah banyak
berkurang. Walaupun perwakilan negara-negara
vang berkepentingan
beberapa tahun mengenai wilayah mana di LCS yang
mungkin cocok untuk pengembangan bersama,'
putusan arbitrase menyiratkan bahwa sebenarnya
hanya ada beberapa klaim tumpang tindih landas
kontinen dan zona ckonomi eksklusif (ZEE) di

telah berunding selama

sebelah timur LCS dan tidak ada ZEE yang tumpang
tindih di Laut China Selatan sebelah timur antara
Filipina dan China.

Meskipun begitu, bukan berarti Filipina dan
China tidak lagi mempertimbangkan pengaturan
sementara (pmvisimlaf awarlgemerlts) sr:lmgai opsi di
LCS. China merasa keberatan dengan yurisdiksi
pengadilan arbitrase untuk mengadili kasus tersebur
dan tidak menerima putusan tersebur.” Selain iru,
mantan Presiden Filipina, Rodrigo Durterte juga
mengesampingkan  putusan yang
memenangkan posisi Filipina.”®  Setelah putusan

arbitrase

pengadilan arbitrase tersebut, China dan Filipina
melanjutkan  negosiasi  pengembangan  bersama.
Kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman
tentang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi pada
tahun 2018 dan mencapai “kesepakatan lisan”
tentang perikanan pada tmhun 2019. Hal ini

mendapat  kritikan dari mantan Jaksa Agung
Filipina, Florian Hilbay, karena kesepakatan ber-
sama dengan China pada dasarnya adalah

pengabaian keputrusan pengadilan arbitrase pada
kasus China melawan Filipina,"

" Permanent Court of Arbitration, “The South China Sea
Arbitration (The Republic of Philippinesv. The People's
Republic of China)", 12 Juli 2016, htps://pea-
cpa.org/en/cases/ 7/, Putusan dapat diunduh melalui
https:// peacases.com/web/sendArtach/ 2086,

"'Gavin Mac Laren dan Rebecea Jiilnt‘ﬁ‘olt‘guti&tihg Join
Development Agreements,” dalam Beyond Territorial
Disputes in the South China Sea: Legal Frameworks for the
Joint Develnpment of Hydmwearbon Resources, ed. Robert C.
Beckman, lan Townsend-Gault, Clive Schofield et al.,
Cet. 1, (Northampton: Edward Elgar, 2013), 139-151.

1 Dnuglas Guilf-uylt‘, “The South China Sea Award: How

Should We Read the UN Convention on the Law of the

Seal”, Asian Jowmal of International Law 8, No. 1 (2018):

SEE3, https://doi.org/ 101017 /520442513 17000133
Richard. ]. Heydarian, “Mare Liberum: Aquino,

Duterte, and the Philippines’ Evolving Lawfare Strategy

13

Selanjutnya, untuk mendapatkan novelty,
artikel ini menjabarkan penelitian yang sudah
dilakukan sebelumnya dan  membandingkannya
dengan artikel ini. Penelitian dari Emily Meierding
(2017) dengan judul *Joint Development in the South
China Sea: Exploning the Prospects of Oil and Gas
Rivals”.**
menganalisis apakah negara-negara yang berkonflik
di LCS dapar secara kooperarif mengelola sumber
daya minyak dan gas alam yang diperebutkan di

kawasan rersebur. Penelitian rersebut membhbahas

Cooperation  between Penelitian  ini

sejarah dan  perkembangan perjanjian  pengem-
bangan bersama minyak dan gas bumi. Artikel
rersebur  menyimpulkan  bahwa  perjanjian
pengembangan bersama memiliki dampak positif
yang penting, yakni mencegah konfrontasi militer
dalam  perebutan  sumber daya alam  sehingga
mengurangi risiko eskalasi sengketa teritorial di LCS.
Penelitian tersebut menawarkan solusi mendorong
negara-negara yang mengklaim kedaulatan di LCS
mCrunL‘]ingkﬂn tCrSC’lﬂth L‘L‘ngﬂn
dukungan pihak ketiga.

Penelitian sela@tnya dari Carlos Santamaria
(2018) dengan judul “Sino Philippine Joint Development
in the South China Sea: Is Political Will Enough?“.”
Artikel ini menganalisis kegagalan Joint Marine
Seismic Undertaking (IMSU) 2005-2008 sebagai
dampak dari politik internasional Filipina yang tidak
menentu atas isu China dan LCS. Penelitian

rersebut  merekomendasikan  kepada Pemerintah

perjanjian

Filipina agar pengembangan bersama minyak dan gas
bumi harus sesuai dengan kepentingan nasional,
melakukan pembatasan-pembatasan hukum, dan
berhati-hati dengan jebakan politik dari China atas

kasus LCS.

in the South China Sea”, Asian Politics & Policy 10, No.
I (2018): 283.299, heeps://dotorg/ 101111 faspp
12392

" Ministry of Fign Affairs of the People's of Republic
of China, *

e
15 DJ Yap, Duterte Joke on China Shocks Lawmakers, 21
Februari 2018,  https://globalnation.inquirer.net/
164460/ dutere-joke-onchina-shocks lawmakers.
' Emily Meierding, Joint Development in The South, 65.
" Carlos Santamaria, “Sino  Philippine  Joint
Development”, 322.
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Kemudian artikel dari Muhammad Rafi
Darajati, Huala Adelf, dan Idris (2017) yang berjudul
“Implikasi Hukum atas Putusan Permanent Cowrt of
Arbitration  terkait Sengketa Laut China Selatan
terhadap Negam di Sekitar Kawasan tersebut” ™
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa negara
pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan
arbitase dari Permanent Court of Arbitration karena
telah menjadi sumber hukum internasional. Putusan
arbitrase tersebut memiliki dampak hukum yakni
pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan
LCS wajib dilaksanakan sesuai ketentuan UNCLOS
1982.

Artikel-artikel memiliki
perbedaan Artikel ini
menonjolkan gagasan hukum internasional yang
baru mengenai konsekuensi dari putusan arbitrase

tersebut  jelas
dengan  penelitian  ini.

LCS dan analisis mengenai kewajiban Filipina
herdasarkan hukum internasional terkait dengan
pengaturan sementara (provisional arangements) dari
UNCLOS 1982. Sclain itu, artikel ini juga mem-
hﬂhﬂf‘i pencrapan pcngﬂtumn scmentara LlT]tle suatu
wilayah menyiratkan pengakuan bahwa satu atau
negara lain memiliki hak di wilayah itu dan
konsekuensi teori dan praktik hukum dari hal ini.
Rumusan masalah penelitian ini, yairu (1)
hagaimana  peristiwa  faktual, negosiasi, dan
pengaturan terkair sengketa antara China v. Filipina
di LCS; (2) bagaimana konsep pengaturan sementara
yang bersifat praktis berdasarkan UNCLOS 1982;
dan  (3) bagaimana hasil putusan Pengadilan
Arbitrase LCS antara China v. Filipina; dan (4)
bagaimana implikasi putusan arbitrase LCS pada
pengembangan bersama minyak dan gas bumi!
Tujuan penelitian ini, yaitu (1) menganalisis
upaya China dan Filipina dalam merundingkan
negosiasi dan pengaturan pengembangan bersama
minyak dan gas bumi serta hambatan yang dihadapi
kedua negara; (2) membahas kewajiban umum
sehubungan dengan pengaturan sementara yang
bersifar prakis berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3)
UNCLOS  1982; (3) menganalisis putusan
pengadilan arbitrase dalam kasus LCS terkaic batas
klaim hak maritim China; dan (4) menganalisis
konsckuensi putusan pengadilan arbitrase terkait
kewajiban negara berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3)

" Rafi Darajati, Huala Adolf, dan Idris, “Implikasi
Hukum atas Putusan Permanent Court of Arbitration
Terkait Sengketa Laut China Selatan Terhadap Negara
di Sekitar Kawasan Tersebut,” lumal Bing Mulia Hukum
2, No. 1 2017): 1-14, https://doiong/10.23920
/ibmhw2nl.L.

UNCLOS 1982, Penelitian ini juga membahas
konsekuensi yang merugikan bagi suatu negara jika
melakukan pengaturan bersama  pengembangan
minyak dan gas bumi, meskipun ridak ada klaim
maritim yang tumpang tindih.

II. Merode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif,
dengan meneliti berbagai data sekunder atau bahan
pustaka sebagai bahan dasar. Peneliian  ini
melakukan penelusuran terhadap literatur dan
peraturan yang berkaitan dengan masalah vang
diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan
h'l_l]('l_lm, kﬂﬁui, L{ﬂn k(}nsﬂptuﬂl}g PCnL{Ckﬂtﬂn h'l_lkum
menggunakan UNCLOS 1982, Pendekatan kasus
yang utama mengeunakan kasus sengkera di LCS
antara China melawan Filipina dengan mendasarkan
pada Putusan Permanaent Cowrt of Arbitration untuk
LCS antara Filipina v. China, tanggal 12 Juli 2016.
Selain untuk  memberikan  perbandingan
pendekatan  yang serupa, penelitian ini juga
meninjau beberapa kasus yakni kasus penetapan
batas maritim antara Guyana dan Suriname,

sengketa antara Ghana dan Panmi Gading di

iru,

Samudra Atlantik, serta sengketa antara Eritrea dan
Yaman di Laut Merah. Pendekatan konsep
menggunakan konsep yang diakui di UNCLOS 1982
seperti konsep penetapan batas maritim (maritime
delimitation), pengaturan semendara  (provisonal
arrangements), dan pengembangan bersama (joint
development) atas sumber daya alam. Sumber data
penulisan artikel ini antara lain bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum
primer penelitian ini adalah perjanjian internasional
atau

hUkLllTl

dan pengadilan arbitrase  laut

Bﬂhﬂn
penulisan  artikel ini dengan sumber pustaka,
Metode pengumpulan dilakukan
mendokumentasikan sumber data berupa bahan

putusan

internasional. sekunder dalam

data dcngim
hukum primer dan sekunder. Merode analisis
menggunakan merode kualitatif yang terdiri dari
pengumpulan  dam
inventarisasi data; reduksi dam melalui sistemarisasi

bahan hukum  melalui
bahan hukum, penyajian data bahan hukum; serta
penarikan kesimpulan dari data yang disajikan untuk

menjawab rumusan masalah.

¥ Ayon Diniyanto, “Penundaan Pemilihan Umum di

Negara Hulum: Kajian Demokrasi Konsttusional”
Jumal Negara Hukwm 13, No. 2 (2022): 185-207,
https://doi.org/10.22212/inh.v13i2.3365.
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1. Peristiwa Faktual, Negosiasi, dan Pengaturan
terkait Sengketa antara China v. Filipina di
Laut China Selatan

1. Sengketa antara Filipina v. China

China
beberapa wilayah di LCS, anmara lain Scarborough
Shoal, Kepulauan Spratly, Pratas, dan Paracel, serta
berbagai zona laut lainnya yang digambarkan dalam
sembilan garis putus-putus (ninedash line). Namun,
China  belum

melakukan  klaim  kedaulatan di

sccara E(_‘g?ls rl‘l(:n(:ntl_lk?l:n ruang
lingkup dan dasar hak historis yang diklaimnya
dalam garis sembilan putus-putus tersebut” Pada
China
mcnyﬂtﬂkﬂn ljﬂhw'ﬂ mL‘TL‘kﬂ ml‘lﬂl‘(ukﬂn ld?l]m antara
lain, perairan pedalaman, laut teritorial, zona
tambahan, ZEE, landas kontinen, dan hak sejarah
(historic 'f‘ights).n
menentukan apakah semua atau hanya sebagian
zonazona peraitan di dalam sembilan garis purus-
putus yang di klaim oleh China.

Sementara itu, Filipina melakukan klaim atas

sebagian Kepulauan Spratly yang dikenal sebagai

saat  putusan arbitrase  diumumlkan,

Pernyataan sepihak ini tidak

kelompok Kepulauan Kalayaan dan Scarborough
Shoal.”  Filipina juga melakukan klaim atas zona
ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari garis
pangkal kepulauannya. Dalam hal in Filipina
menolak Kaim China bahwa sembilan garis putus-
putus mewakili klaim yang sah atas perairan di dalam
eksklusif dan landas kontinen

rona ckonomi

Filipina.”

FPermanent Coutt of Arbitration, “The South China Sea
Arbimation (The Republic of Philippinesv. The People's
Republic of China)”. Lihat nomor 180 dalam Putusan
Permanent Court of Arbitration.

' Ministry of Foreign Affairs of the People’s of Republic
of China, “Positton Paper of the Government of the
People's Republic of China an the Matter of Jurisdiction
in the South China Sea Arbitration Initated by the
Republic of the Philippines,” 07 Desember 2014,
hetps:/wuavfmpre.gov.on/mfa_eng/widt 665385,2649
665393,/201412/120141207_679387 html.

* Mark E. Rosen, “Philippine Claims in the South China
Sea: A Legal Analysis,” dalam A CNA Occasional Paper
(Arlington: Center for Naval Analyses, 2014), 1.52.

Hhid., 38.

“Robert C. Beckman dan Clive H. Schofield, “Defining
EEZ Claims from Islands: A Potential South China Sea
Change,” The Intemational Jowrnal of Marine affl-oastal
Law 29, No. 2 (2014): 193-243,
https://dotorg/10.1163/15718085-12341321.

Klaim yang tumpang tindih antara Filipina
dan China tersebut telah menghasilkan  konflik
pelaksanaan  wurisdiksi dan penegakan
hukum yang konfronmtif.™ Secara khusus, kegiatan
yang berkaitan dengan perikanan dan sumber daya
minyak dan gas bumi merupakan penyebab uama

operasi

perseteruan.
2. Konflik atas Sumber Daya Alam di Laut China
Selatan

Estimasi keberadaan sumber daya minyak dan
gas di kawasan Kepulauan Spratly memang
diragukan, namun prospek lapangan gas bumi di
Reed Bank sangat menjanjikan.” Saat ini, sekitar
30% dari konsumsi energi nasional Filipina diambil
dari lapangan gas lepas pantai Malampaya*® Wila-
yah tersebur terletak di Sekror Jasa 38 di daerah yang
bukan menjadi objek sengketa dekat dengan pantai
barat laut Palawan.”” Namun, mantan anggota dari
pemerintah Filipina serta pakar energi
perkirakan ladang gas akan habis pada tahun 20272
Karena kemampuan teknologi yang terbatas untuk
melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas
bumi,  sejak 1976, Filipina  telah
mﬁngﬂnflﬂlkﬂn pCTUSﬂhﬂﬂn :-lsing LI]'ltLIk mClﬂkUkﬂn

mem-

tahun

cksplorasi minyak bumi di Reed Bank.” Baik Viet-
nam dan China memprotes aktivitas awal Filipina di
wilayah ini.* Pada 2011, kapal milik China yang
melakukan tugas penegakan hukum mengganggu
kapal penelitian yang dirugaskan oleh Filipina unruk
melakukan penelitian seismik di kawasan Reed
Bank.” Dalam kasus LCS ini, pengadilan arbitrase
mengangeap gangeuan ini sebagai pelanggaran Pasal

¥ US. Energy Lnformation Administration, “The South
China Sea,” 7 Februari 2013,  hwps://vww
.eia.gov/intemational /enabsis/regionsof interest/South
China_Sea.

' Filane Mikee Cervantes, “Malampaya Project Extension
Crucial to Ensure Future of PH Energy,” 25 Agustus
2020, https;//www. pna.gov. ph/articles/ 11133 58.

T bid.

HAngelica Y. Yang, “Malampaya Depletion Expected by 1%
Quarter of 2027, 19 Mei 2021,
herps:, /A www. bworldonline.com/economy /202 1,/05/19/36
m}/ malampayadepletion-expected-by Ustquarterof 2027/

“Kirsten Sellars, "Rocking the Boat: The Paracels, the
Spratlys, and the South China Sea Arbitration,”
Columbia Journal of Asian Law 30, No. 2 (2016): 221-
262, httpﬁ:/,/dni.nrg/lﬂ.szz l4f[j:il.\"30i2.9263.

* Ibid., 226.

! Renato Cruz De Castro, “The Philippines Confronts
China in the South China Sea: Power Politics vs.
Liberalism-Legalism,” Asian Perspective 39, No. 1 (2015):
71-100, hetpsy//doi.org/ 10,1353 /apr.2015.0010.
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77 UNCLOS 1982.** Karena kejadian ini, Filipina
|JL‘1LII'n IJih'ﬂ mclﬂkukﬂn angCI.]()]'Fln L{] R.CCL:I Bﬂnk
Secara umum, Filipina memberlakukan moratorium
kegiatan minyak dan gas bumi pada tahun 2014 dan
telah dicabur pada ahun 2020.

Akses penangkapan ikan juga menjadi elemen
penting dari perselisihan tersebut. Sejak 1990-an,
kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh
kedua negara telah menyebabkan berbagai insiden
perikanan dan diplomatik.” Pada April 2012,
Filipina dan China saling bermanuver ke dalam
krisis internasional selama 3 bhulan di Scarborough
Sheal karena adanya upaya penahanan nelayan
China oleh patroli angkatan laut Filipinﬂ.]M Mantan
Menteri Luar Negeri Filipina del Rosario meminta
dukungan Amerika Serikatr setelah Filipina dan
Amerika Serikat melakukan latthan perang dan
melakukan pendudukan sebuah pulau kecil pada
April 2012.%  Pada Juni 2012, China akhirnya
mengambil alih Scarborough Sheoal dari Filipina
ketika kapal Filipina menarik diri dari daerah
Perubahan status gque teritorial ini
mengeoyahkan  keseimbangan  di
penasihat Filipina
mendukung  dimulainya  proses

rersebut.®

antara  para
Aquino
arbitrase

Presiden yang
secara
sepihak terhadap China. ™

Setelah peristiwa tersebut, China memblokir
pintu masuk ke laguna Scarborough Shoal dan
mencegah penangkapan ikan oleh nelayan Filipina
di sekitar wilayah iru. Pengadilan arbitrase pada
kasus LCS menyatakan blokade ini sebagai tindakan
melawan  hukum  yang  mencegah  prakrik
penangkapan ikan tradisional.” Persereruan antara

kedua negara telah menjadi sumber ketegangan yang

* Permanent Court of Arbitration, The South China Sea
Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's
Republic of China). Lihat nomor 708 dalam Putusan
Hhanent Court of Arbitration.

¥ Michael Fabinyi, “Maritime Disputes and Seafood
Regimes: A Broader Perspective on Fishing and the
Philipms—Ch‘ma Relationship,” Globalizations 17, No.
1 (2020): 146-160,  hreps://dod.org/10.1080
AB747731.2019.1644707.

" Renato Cruz De Castro, “Facing Up to China's
Realpolitik Approach in the South China Sea Dispute:
The Case of the 2012 Scarborough Shoal Stand-off and
Its Aftermath,” Jowmal of Asian Security and International
Affairs 3, No. 2 (2016): 157-182, httm://dui.urg
S10.1177/234779701 6645452,

¥ 1bid., 158.

* Ibid., 160.

Yo Antonio T. Carpio, “Aquino and the Arbitration
Against  China,” 1 Juli 2021,  hupsy/Ywuw

berkelanjutan dalam hubungan China dan Filipina
bahkan sctelah pemulihan hubungan China dan
Filipina di bawah rezim mantan Presiden Rodrigo
Duterte.

3. Negosiasi dan Pengaturan Sebelum Putusan
Arbitrase China v. Filipina
Filipina dan China menyadari bahwa risiko dan
biaya vang ditimbulkan oleh perselisihan tersebut
dan telah berkonsultasi tentang perselisihan LTS
selama beberapa tahun. Sebagai contoh, Edouardo
mantan presiden Philippines National Qil

Mﬂnﬂlﬂc
Company (PNOC)] dan mitranya dari China
menandatangani  Perjanjian Usaha Seismik Laut
Bersama.” Ini adalah perjanjian bilateral pertama
antara Ch]nﬂ klﬂn CJﬂimﬂTLt states SChLllJLlngFln L{Cngﬂn
salah satu wilayah yang paling disengkerakan di LCS,
yakni the Reed Bank dan bhagian dari Kepulauan
Spratly. Dengan dukungan Manalae, kesepakaman
tersebut dirundingkan langsung dengan perwakilan
China Oftshore  Qil
(CNOOC), dengan mengesampingkan Departemen
Luar Negeri Filipina serta departemen lainnya.*®
Pada 14 Maret 2005, Vietnam bergabung

tersebut,

dari National Company

dalam  perjanjian sehingga perjanjian
bilateral digantikan oleh perjanjian trilateral dalam
bentuk Joint Marine Seismic Undertaking (JMSU) di
area yang disepakati di LCS. Lingkup geografis
perjfanjian meliputi Reed Bank dan diperpanjang
hingga jarak sekitar 60 mil laut ke Pantai Palawan.
Pada Maret 2005, Arroyo memuji kesepakatan
rerschut secara terbuka sebagai “terobosan untuk
perdamaian dan stabilitas” dan sebuah “peristiwa

bersejarah”. Perjanjian ini merupakan perjanjian

straits times.comy asiet/ se-asia aguine-andt hearbitration-

againstchinginguirer-columnist/.

* Hal Brands dan Zack Cooper, “Getting Serious Abour
Strategy in the South China Sea,” Naval War College
Review 71, No. 1 (2018): 19-38.

Charles  Joseph De Guzman, “Philippines-China
Relations, 2001-2008: Dovetailing National Interests,”
Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia 50, No.
EmRoL4): 7107,

H David Scott, *Conflict Irresolution in the South China
Sea,” Asian Sumey 52, No. 6 (2012); 1019-1042,
hetps://doi.org/ Pl 1525/a5.2012.52.6.1019.

Aaron Jed

L 1)

41

L' dalam Cooperative Development !
, ed. dan ., Cet. 1, (New
York: Routledge, 20200, 77-96.
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yang pertama kali mengimplementasikan the 2002
Declaration on the Conduct of the Parties in the South
Ching  Sea, antara China dan negara-negara
ASEAN.* Perlu dicatat bahwa perjanjian penelitian
seismik bersama dengan China ditandatangani
secara terbuka dan tidak disembunyikan dari publik.
Namun tiga rahun kemudian, Joint Marine Seismic
Undertaking Agreement

inkonstitusional dan dirahasiakan untuk publik

dikecam karena
karena mengakui klaim China atas Reed Bank.
Tuduhan inkonstitusional masih  tertunda  di
Mahkamah Agung Filipina sejak 2008 dan berbagai
pihak di Filipina relah berulang kali meminta
kepurusan Mahkamah Agung.**

Manran  juru  bicara  Presiden  Aquino,
Lacierda, berpendapat bahwa JMSU memberikan
kesempamn pada China untuk mengklaim wilayah
Reed Bank.*Filipina membiarkan JMSU berakhir
pada 2008 ketika muncul kecurigaan bahwa Arrovo
menerima  JMSU  dengan  imbalan  pinjaman
infrastruktur murah. Manalac kemudian mengakui
bahwa ]MSU telah memberikan kcuntungzm terlalu
banyak dengan memberikan konsesi ke China,
namun Manalac bhersikeras bahwa konsesi tersebur
untuk kepentingan Filipina.”” Manalac berpendapat
bahwa jika tidak ada pengembangan bersama maka
tidak ada yang akan damng untuk membantu
Filipina untuk mengembangkannya, sedangkan
Filipina sendiri tidak memiliki cukup dana untuk
melakukan eksplorasi di kawasan Reed Bank.

Konsultasi tentang pengembangan bersama
Reed Bank berlanjut selama pemerintahan Presiden
Aquino dari periode 20102016, Pejabat Filipina
secara  konsisten menyatakan bahwa  perjanjian
pengembangan bersama bukanlah pilihan untuk
wilayah maritim yang tidak dalam sengketa dan di
mana China rtidak memiliki klaim yang sah
berdasarkan hukum  internasional Mereka
bersikeras bahwa setiap partisipasi China dalam
pengembangan sumber daya di wilayah geogratis di
mana China tidak memiliki klaim yang sah seperti

#* Radio Free Asia, “China, Philippines, Vietnam Sign
Joint South China Sea Oil Search Accord,” 14 Maret
2005,
hetps,/ A wuavrfe. org/english/news/business/china_vietmam
_spraths2 0050314 html.

+* Charissa Luci-Atienza, “Solon Urges SC o Declare
Unconstitutional Jomnt l\aine Seismic Undertaking,”
14 Januari 2018, hups,//mb.com.ph/2018,/01/14/selon-
urgessc-todeclareunconstinstional-join tmarine-seismic-

undertaking/.

yang dipahami oleh Filipina, harus tunduk
berdasarkan hukum Filipina.
Namun demikian, para pejabat  China

menolak posisi ini dan secara de facto menuntut
penyerahan klaim China. Mereka bersikeras bahwa
Reed Bank adalah wilayah yang disengketakan dan
pengembangan
internasional adalah satu-sarunya pilihan terbaik.*
Para pejabat China dan Filipina tidak dapat

bersama  berdasarkan  hukum

mencapai konsensus mengenai wilayah geografis
dalam pengembangan bersama tersebut karena
kedua pihak tidak setuju wilayah mama yang
“sengketa” dan wilayah mana yang “tidak sengketa.”
Pejabar dari kedua negara tersebut khawartir bahwa
persyaratan masing-masing pihak untuk pengem-
bangan bersama tersebut akan mengesahkan klaim
pihak lain. Untuk itu, definisi yang tepat dari
“pengembangan bersama” sangat diperlukan karena
hal tersebut sensitit secara hukum dan politik.

4. Negosiasi dan Pengaturan setelah Putusan
Arbitrase atas Kasus Lautr China Selatan
Putusan majelis arbitrase pada 12 Juli 2016
menyatakan bahwa China tidak berhak untuk
mengklaim hak di luar ketentuan yang telah diatur

dalam UNCLOS. Ini

Filipina tentang lemahnya klaim hak maritim dari

menegaskan  pandangan

China. Namun demikian, Presiden Filipina yang saat
itu baru saja terpilih, Rodrigo Duterte, tidak
menjadikan putusan itu sehagai landasan pertukaran
Filipina-China. Sebaliknya, Duterte mengesam-
pingkan putusan arbitrase yang memenangkan posisi
Filipina dalam kasus LCS. Kebijakan rezim Durerte
didasarkan pada penilaian bahwa setiap upaya untuk
menegakkan putusan majelis arbitrase tanpa adanya
dukungan koalisi regional atau internasional, dapat
memperburuk hubungan Filipina dan China.
Kebijakan Duterte ini mengikuti kebijakan
pendahulunya tentang pembagian sumber daya
alam, yakni penolakan pengembangan bersama
karena tidak adanya klaim China yang sah setelah

 Aileen S.P. Baviera, “The Influence of Domestic Politics
on Philippine Foreign Poliey: The Case of Philippines
China Relations Since 2004,” dalam RSIS Working Paper
Series 241 (Singapore: S. Rajaratnam  School of
International Studies, 2012), 1.36.

“EBd, 17,

* Song Xue, “Why Joint Development Agreements Fail:
Implications for the South China Sea Dispute,”
mnempumry Southeast Asia 41, No. 3 (2019): 418-446,
https://doi.org/10.1355/cs41-3d.

H Ibid., 434.

Adrian Nugraha: Dampak Putusan Laut China Selatan...| 129




putusan pengadilan  arbitrase mengikat
hukum.  Selanjutnya,  China
melanjutkan pembicaraan tentang pengembangan
hersama dan mencapai “kesepakaran verbal” tentang
perikanan.”

Pengaturan lisan ini rampaknya didasarkan

secara

dan  Filipina

pada quid pro quoe, yakni Filipina ridak lagi mencoba
menegakkan  peraturan  penangkapan  ikannya
terhadap kapal China di beberapa wilayah,
sementara China memberi nelayan Filipina akses ke
perairan di sekitar Scarborough Shoal. Pengaturan
ini tampaknya mengabaikan isu seperti konservasi
stok itkan dan pelindungan lingkungan laut. Kedua
masalah  tersebur  hanya diatur oleh peraturan

ljﬂhkil]’l

ITIL‘]'IL‘]T[LIkEln

setelah  pengadilan  arbitrase
China telah gagal
mencegah kapal penangkap ikannya terlibar dalam

kegiatan penangkapan ikan yang membahayakan

domestik

l]El}'lWZl untu l-(

spesies yang terancam  punah yang melanggar
kerenruan Pasal 192 dan 194(5) UNCLOS 1982."
Pada November 2018, Filipina dan China
relah menandatangani Nota Kesepahaman tenmng
Kerja sama Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
vang pada dasarnya  merupakan pengaturan
prosedural untuk negosiasi lebih lanjur.”  Kedua

negara membentuk Komite Pengarah bersama Antar

Pemerintah  China-Filipina untuk Kerja sama
Pengembangan  Minyak dan  Gas Bumi  yang
mengadakan  pertemuan pertamanya  pada 30

Oktober 2019
hukum Filipina mengkritik pendekatan Durterte
rerhadap China. Sebagai contoh, mantan senator
Filipina, Pangilinan dan Trillanes,
bahwa pengembangan bersama akan membuat
Filipina mengakui kepemilikan bersama yang tidak

Politisi oposisi dan para ahli

mengatakan

* Rey E. Requejo, “Locsin Junks “Verbal Deal’ with
China,” 4 Juli 2019, hups://wuww. manilastandard.net
/ncu,a’/tupﬁ't Uﬁc&/ﬁgggﬁgfﬁlcsinjun Les-ve rhal dealawith-
m:.html.

* Permanent Court of Arbitration, The South China Sea

Arbitration (The Republic of Philippines v. The Peaple's

Republic of China). Lihat nomor 992 dalam Putusan

Permanent Court of Arbitration.

Ministry of Forelgn Affairs of the People’s of Republic

of China, Memm—amﬂn of Understanding on

Cooperation on Qil and Gas Development.

*'Nian Peng dan Chow Bing Ngeow, “Managing the South
China Sea Dispute: Muldlateral and Bilateral
Approaches,” Ocean Development & Intemational Law 53,
No. 1 (2022): 3739, heps://doiorg/10.1080
/00908320.2022.2034555.

50

sah dengan China di sebelah barat Laut Filipina.™
Mantan Jaksa Agung Filipina, Florian Hilbay,
mengatakan bahwa kesepakamn bersama dengan
China pada dasarnya adalah pengabaian kepurusan
pengadilan arbitrase LCS antara Filipina v. China.”
Batongbacal menyatakan bahwa kedaulatan
hak Filipina memang
dikempromikan melalui pengembangan bersama
karena pengaturan semacam itu akan disimpulkan
dengan premis bahwa status Laut Filipina Barat
masih  ‘disengketakan’.”! Duterte  telah
mtmhﬂnﬂrkﬂn tl‘ntﬂng kcgiﬂtﬂn

dan berdaulat akan

pcmﬂhﬂmﬂ]—l
perikanan dan negosiasi tentang pengembangan
bersama dengan menyatakan bahwa Filipina tidak
dapat melaksanakan putusan arbitrase dan bhahwa
“menegakkan purusan arbitrase secara agresif” dapar
“memicu konflik bersenjata.””

Kontroversi  di  Filipina dengan
pengembangan bersama berkaca pada pengalaman

terkait

masa lalu Joint Marine Seismic Undertaking pada tahun
2008. Pendukung kerja China
mempertahankan pengaturan rentng
pengembangan bersama minyak dan gas sebagai
kepentingan nasional Filipina. [ni didasarkan pada
keadaan yang dihadapi Filipina, yakni China ridak

sama dengan

menerima putusan tersebut, risiko eskalasi konflik,
kebutuhan Filipina untuk mengakses sumber daya
energi dan tidak adanya pilihan lain.™

Dalam hal ini, Lowell Bautista berpendapat
bahwa pembagian sumber daya alam  akan
melemahkan posisi Filipina dengan mengabaikan
putusan arbirrase dan secara negarif memengaruhi
status zona maritim yang diklaim China karena
bertentangan dengan putusan tersebut.”” Situasi ini

menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi

** Leila B. Salaverria, “2 Senators Seek Probe of PH-China
Deals,” 20 November 2018, hups,//globalnation
.HiT-L'T. net/ 171366/ 2senatorsseek-probe-of-phchinadeals.

* Azer Parrocha, *Malacafang Maintains Duterte Not
Surrendering  PH  Sowvereignty,” 02 Juli 2019,
J'ajs;//uuw.pm.gmﬂph/an icles/ 1073915,

** Jay Batongbacal, “The Philippines-China MoU on
Cooperation in oil and Gas Development,” 5 Desember
EO[S, https://gbb[dndtiun. inqﬁrm.nct/f TJ}ﬁﬁ/Z-scndtms—
B probe-of pheching-deals.

* Azer Parrocha, “Malacafiang Maintains Duterte Not
Surrendering PH  Sovereignty,” 02 Juli 2019,
https:/ S uavw. pna.gov. ph/articles/ 107391 5.

*ehid.

57Lowell Bautista, “The South China Sea Arbitral Award:
Evolving PostArbitration Strategies, Implications and
Challenges,” Asian Politics & Policy 10, No. 2 (2018): 178-
189, https://doi.org/ 10,1111 /aspp.12398.
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putusan pengadilan arbitrase terhadap kewajiban
kedua pihak mengenai pengaturan sementara dan
sejauh mana pengaturan sementara dapat merugikan
Filipina.

IV. Konsep Pengaturan Sementara (Provisional
Arrangements)  vang  Bersifat  Prakds
Berdasarkan UNCLOS 1982

Kejelasan tentang distribusi spasial dari dua
atau lebih yurisdiksi negara di wilayah maritim
merupakan syarat penting untuk menciptakan
hubungan damai. Higgins berpendapat bahwa tidak
ada metode yang lebih tepat untuk menghindari
konflik selain dengan memberikan norma yang jelas
tentang negara mana yang dapat menjalankan
otoritas atas sinpa dan dalam keadaan apa. Tanpa
alokasi kompetensi semacam itu, akan menimbulkan
dendam dan kekacauan.™ Dengan tdak adanya
alokasi spasial yurisdiksi vang disepakati, lembaga

penegak hukum maritim dapat bersengketa di

lapangan dalam menjalankan fungsinya. Penegakan

hukum menjadi kompetitif dan risiko eskalasi
menguat, terutama jika sering terjadi di wilayah
maritim yang kaya akan sumber daya alam.

F FlLlFl

tL‘I'lTlFlS'LIl-( scngkcta L(L‘ClﬂLl]FltFl]’] atas p'l_ll’r'lLl-p'LI]:-'l'l_l

kasus di mana sengketa maritim
(seperti halnya di LCS) atau pertanyaan tentang
status hukum fitur maritim (seperti pulau, karang
arau ketinggian air surut), kesepakatan tentang
tingkat klaim dan delimitasi batas maritim mungkin
tidak akan memakan waktu yang lama. Pada konteks
semacam itu, sangat penting untuk negara-negara
memiliki opsi negosiasi alternatif untuk meng
hindari dan  untuk

klaim  yang disengketakan

mengganti  akses  yang  diperebutkan ke
pengembangan sumber daya alam bersama dengan
(minimal) aturan bersama tentang kerja sama
thSCljut.

Pcngatumn sementara yang bersifat pmktis
memberikan pilihan alternatif bagi negara untuk
mengatur kegiatan maritim sesuai dengan Pasal 74(3)

83(3) UNCLOS 1982, Konvensi ini

menggunakan frasa umum “pengaturan sementara

dan

yang bersifat praktis” yang mencakup perjanjian
untuk pengembangan bersama minyak dan gas
bumi, perjanjian perikanan bersama, dan perjanjian
kerja sama penelitian ilmiah kelautan atau kerja

™ Rosalyn R. Higgins, Problems and Process: Intemational
Law and How We Use I, (Oxford: Clarendon Press,
1994), 56.

sama penegakan hukum maritim. Pasal 7T4(3) dan
83(3) UNCLOS 1982 menyebutkan kalimat yang
samd@i#bagai berikur:

Kedua pasal ini mendefinisikan pengaturan
sementara sehagai alternatif fungsional dan interim
untuk delimitasi (penetapan baras) maritim. Kedua
pasal tersebut juga mendefinisikan dua kewajiban
yang berlaku bagi negaranegara sebelum mereka
mencapai delimitasi batas. Belum adanya batas laut
dan  kegagalan negaranegara untuk mencapai
kesepakatan  batas maritim  tidak membebaskan
kewajiban  hukum
internasional mereka berdasarkan Pasal 74(3) dan
83(3) UNCLOS 1982. Kedua pasal ini menetapkan
dua kewajiban yang berbeda, yaitu kewajiban untuk
untuk mengadakan

negara-negara  tersebut  dari

“melakukan  scgala upaya

pengaturan  sementata’  dan  kewajiban untuk
“melakukan  segala  upaya untuk  tidak
membahayakan atau  menghambat  pencapaian

kesepakatan akhir.”

Kewajiban untuk “melakukan scgala upaya
untuk mengadakan pengaturan sementara” dapat
diidentikkan sebagai kewajiban untuk bernegosiasi
dengan irikad baik. Hal ini pada gilirannya
memburuhkan  “pendekaran  damai  unmk
melakukan negosiasi, yang dengannya (negara-
negara) akan siap untuk membuat kesepakamn
pengaturan sementara.””Dengan demikian,
kewajiban berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3)
UNCLOS 1982 tidak menyiratkan  persyaratan
untuk  mencapai  kesepakamn, juga  ridak
menentukan bentuk atau isi mengenai apa yang
harus diambil dari pengaturan sementara.” Sampai
saat ini, tidak ada kebiasaan intermasional yang
mengharuskan negara-megara untuk terikar dalam
perjanjian  pengembangan  bersama.  Kewajiban
kedua, yaitu untuk “melakukan segala upaya
untuk tidak membahayakan amu menghambat

rercapainya  kesepakatan akhir” dapatr diarrikan

* Lihat dalam Permanent Court of Arbitration, “Guyana
v. Suriname” 17 September 2007, https://pea-
cpa.org/en/cases/ 9/,

" Ibid. Lihat nomor 627 dalam Putusan Permanent

Court of Arbitration.
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sehagai kewajiban  untuk  menahan diri.

Yurisprudensi tentang interpretasi dan  batasan
mengenai kewajiban menahan diri berdasarkan Pasal
83(3) ridaklah seragam.

Pengadilan pada kasus delimitasi maritim
antara Suriname dan Guyana berpendapat bahwa
kriteria  untuk  menentukan  apakah  kegiatan
menghambat pencapaian kesepakatan akhir adalah
apakah kegiamn tersebut memiliki “dampak fisik
permanen terhadap lingkungan laut”.”
contoh, tidak seperti pengeboran, penelitian seismik

mungkin tidak menghasillkan perubahan permanen

Sebagai

pada lingkungan laut. Namun, dalam sengketa
antara Pantai Gading dan Ghana, Special Chamber of
Intemational Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)/
[’cngadilan [nternasional untuk Hukum Laut, tidak
mengacu pada kriteria ini, namun memberikan
negara-negara  keleluasaan yang lebih luas untuk
bertindak secara sepihak dan dengan itikad baik,
sehubungan dengan kegiatan ekonomi maritim di
wilayah yang disengketakan.®

Perjanjian pengembangan bersama adalah
salah satu jenis pengaturan sementara yang bersifat
praktis di mana kewajiban untuk bernegosiasi
berlaku untuk sumber daya minyak dan gas bumi di
wilayah  yang
Pengembangan bersama dapat dipahami sebagai
upaya kerja sama dan prakeis dari dua negara atau
lebih untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi

sedang  menunggu  kesepakatan.

sumber daya minyak dan gas bumi di wilayah yang
terdapat kaim tumpang tindih sambil menunggu
kesepakatan®*  Hal ini hiasa dilakukan unruk
membedakan  antara  pengembangan  bersama
sumber daya minyak dan gas bumi sebagai pengganti
delimirasi batas dan pengembangan bersama sumber
daya alam yang melintasi bams laut. Kedua jenis
pengaturan  pengembangan  bersama  tersebut
mensyaratkan  kewajiban
Pengadilan arbitrase dalam kasus delimimsi maritim
antara Yaman dan Eritrea menyatakan bahwa para
pihal “harus memberikan setiap pertimbangan

untuk  bernegosiasi.

untuk eksploitasi bersama atau terpadu dari sumhber

o of Arbitration,

Permanent Court “*Guyana wv.

Suriname”. Lihat nomor 465-470 dalam Putusan
Permanent Court of Arbitration.
“* The International Tribunal for the Law of the Sea,
“Dispute Concerning Delimitation of the Maritime
Boundary between Ghana and Cote d'lvoire in the
Atlantic Ocean (Ghana/Cote d'lvoire),” 23 September
2017, https:/ Awww.itlos.org/en/ mainy/cases/ list-of-
cases, case-no=2 3/

** Masahiro Miyoshi, “China's “U-Shaped Line”, 4.

daya semacam itu” yang mungkin ditemukan ketika
melintasi satu batas laut.** Namun, sifat hukum dari
kedua jenis pengaturan pengembangan bersama ini
berbeda.

1. Kapankah Wajib untuk
Menegosiasikan Pengembangan Bersama?
Seperti telah disebutkan sebelumnya, para
pejabat di Filipina menolak untuk terlibat dalam
negosiasi

Negara

mendalam  dengan China  mengenai
pengembangan bersama di Reed Bank pada tahun
2012. Para pejabat di Filipina berpendapat bahwa
Reed Bank bukanlah wilayah yang disengketakan,
meskipun  China secara aktif memperdebatkan
yurisdiksi atas Reed Bank Para pejabat Filipina
berargumen bahwa pengembangan bersama hanya
schuah  pilihan  untuk  “daerah-daerah  yang
dipersengketakan.”

Selain iru, definisi wilayah geografis untuk
pengaturan  pengembangan

menjadi isu yang sensitif secara politis dalam

bersama  terbukti
negosiasi antarnegara karena kedua negara khawatir
jika pengembangan bersama pada wilayah geografis
tertentu  diartikan  sebagai  keputusan  awal
schubungan dengan status wilayah. Sebagai contoh,
schagai “daerah yang dipersengketakan”™, meskipun
CIﬂmES.ﬁ:’ Olﬁh

pertanyaannya adalah apakah ada kriteria objektif

ranpa  prejudice karena itu,
yang menunjulkkan wilayah geografis di mana negara-
negara berkewajiban untuk bernegosiasi dan juga
apakah kriteria kewajiban untuk menahan diri
sechubungan dengan ecksplorasi dan  eksploitasi
sumber daya alam serta kegiatan lainnya! Tanpa
kriteria terseburt, kewajiban untuk bernegosiasi dan
kewajiban tidak dapar
diterapkan secara konsisten dan dapat kehilangan
sebagian dari nilainya.

Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982 hanya

mencarat hahwa “kcscpakatnn yang ECI'ILI]'ldElw pEl'L{El

untuk  menahan  diri

penetapan batas maritim. Kriteria “kesepakatan yang
tertunda”, bagaimanapun, tidak dapat membantu
dalam situasi antara China dan Filipina di mana satu

%% Permanent Court of Arbitration, “Eritrea/Yemen -
Sovereignty and Maritime Delimitation in the Red Sea,”
17 Desember 1999, https: //peacpa.org/en/cases/81/.

** Makoto Seta, “The Effect of the Judicial Decision of
unclos Tribunals on the cles Procedure: The Case of the
South China Sea Dispute,” Asia-Pacific Joumnal of Ocean
Low and Polic 7, No. 2 (2022): 216-230,
https://doi.org/10.1163/24519391.07020004.

132 | Adrian Nugraha: Dampak Putusan Laut China Selatan...




negara tidak mengakui adanya sengketa. Fakta bahwa
China dan Filipina dalam sengketa aktif atas suatu
wilayah ampalknya menetapkan standar yang terlalu
rendah  untuk mengaktitkan  kewajiban  unruk
bernegosiasi. Jika keputusan satu negara untuk
secara aktif mempersengkerakan wilayah maririm
cukup untuk mewajibkan negara kedua untuk
merundingkan pengaturan pengembangan bersama,
negara tersebut mungkin mendapatkan kesempatan
untuk secara sewenang-wenang memperluas klaim
mereka dengan tujuan mendapatkan akses ke zona
maritim negara lain.

Kriteria lain yang memungkinkan adalah
konsep klaim dengan itikad baik. The Special Chamber
of ITLOS menyamkan penilaiannya pada kasus
Pantai Gading dan Ghana bahwa kegiatan maritim
sepihak diizinkan di wilayah yang “subjek klaimnya

M08 [ni

dibuat dengan itikad baik oleh kedua negara.
menunjukkan bahwa kewajiban untuk bernegosiasi
dapat dilakukan oleh adanya klaim yang dibuar
dengan itikad baik. Namun, sebagaimana ditulis
oleh Scanlon dan McCreath, apakah suaru klaim
dibuar dengan itikad baik amu ctdak atas suaru
wilayah rampaknya merupakan standar yang kabur
dan subjekif.”

Pengadilan arbitrase LCS memang menerima
bahwa China telah menegaskan klaimnya atas hak di
perairan dalam jarak 200 mil laut dari garis dasar
Filipina dengan itikad baik.® Pengadilan arbitrase
Jugﬂ menemu l'(ﬂn IJElh\)VEl sementara “ti(.lilk ElClEl f_lElSﬂl'
hukum yang mungkin untuk hak-hak yang diklaim
China” itu bukan herarti bahwa “pemahaman China
belum henarhenar dapat dipegang.”™ Dengan kata
lain, suaru negara mungkin memiliki keyakinan
subjektif bahwa mereka memiliki klaim yang sah atas
suatu wilayah meskipun rtidak ada dasar hukum
untuk memiliki keyakinan ini. Kriteria vang lebih
baik untuk membedakan antara area geografis di
mana suatu negara berkewajiban untuk bernegosiasi
dan area di mana suatu negara tidak wajib untuk
bernegosiasi (dan tidak wajib untuk menahan diri)

% The International Tribunal for the Law of the Sea,
“Dispute Concerning Delimitation of the Maritime
Boundary between Ghana and Cote d'lvoire in the
Atlantic Ocean,” Lihat nomor 392 dalam Putusan
Permanent Court of Arbitration. Baca juga opini
E3-pisah (separate opinion) dari Judge Paik pada nomor
18-19.

o7 Millicent McCreath dan Zoe Scanlon, “The Dispure
Concerning the Delimitation of the Maritime Boundary
between Ghana and Cote d'lvoire: Implications for the

Elflﬂlﬂh kﬁhﬁrﬂ[{ﬂﬂn yang Silh secara hukum, Yﬂkn] hﬂk
yang tumpang tindih,

Vasco  Becker-Weinberg  menghubungkan
pengembangan bersama dengan keberadaan hak
maritim yang tumpang tindih. Menurur Becker-
Weinberg, dua negar amu lebih dapat mengada-
kan perjanjian pengembangan bersama sumber daya
alam di wilayah laut tertentu sambil menunggu
penetapan bams laut. Ini sangat terkait dengan hak
hukum yang menjadi dasar negara-negara ini untuk
membuktikan klaim masing-masing. Negara hanya
dapat melakukan kegiatan di wilayah laut yang
disengketakan di mana mereka memiliki hak untuk
itu. Setiap rezim internasionalisasi sumber daya alam
vang  berhak
mengembangkan sumber daya tersebut,

laur  bergantung pada negara

Kewajiban untuk merundingkan pengaturan
sementara  didasarkan  pada adanya hak yang
tumpang tindih, vang pada gilimnnya harus
ditentukan oleh aturan yang berlaku pada UNCLOS
1982. Dalam hal klaim satu negara atas suatu wilayah
melebihi apa vang diperbolehkan menurut hukum
internasional dan klaim ini tumpang tindih dengan
klaim sah negara lain, bukan merupakan wilayah
klaim wang tumpang tindih dalam pengertian
hukum. Di sini, pertanyaan tentang penetapan batas
tidak muncul. Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982
mencakup pengaturan sementara sambil menunggu
penerapan haras. Oleh karena iru, Pasal 74(3) dan
8303) rtidak berlaku unruk situasi di mana klaim
negara tidak sama dengan “hak” atas wilayah
tertentu. Oleh karena itu, kriteria keberadaan hak
sangat
berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3) secara konsisten.

penting untuk menerapkan  kewajiban

Pada satu sisi, kewajiban untuk merundingkan
pengaturan sementara tidak dilakukan oleh satu
negara yang secara aktif mengejar kepentingan di
wilayah yang tidak menjadi hak negara ini. Pada sisi
lain, kewajiban untuk merundingkan pengaturan
sementara tetap berlaku rerlepas dari apakah negara
lain mengakui arau menyangkal adanya sengketa.

Law fBhe Sea,” Ocean Development & International Law
50, No. 1 (2019): 122, httpsy//doiog/10.
EB50/00908320 .2018.1548425.

¥ Permanent Court of Arbitration, “The South China Sea
Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's
Republic of China),” Lihat nomaor 702 dalam Putusan
Permanent Court of Arbitration.

8 Thid.

" Vasco Becker-Weinberg, Joint Development, 202.
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PL‘TmElSalElhan tchL‘hth mﬂ'nimhulkﬂn pcrtﬂnr
yaan bagaimana mengidentifikasi hak yang tumpang
tindih, terutama jika tidak ada putusan pengadilan.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi wilayah,
yang dapat memberikan garis dasar maritim dengan
Hal ini

mungkin memerlukan penilaian apakah fitur-ficur

i oW . . » 71
prinsip “dararan mendominasi laut”.

geografis memenuhi syarat sebagai pulau, karang
(yang hanya dapat menghasilkan klaim atas laut
teritorial 12 mil laut), atau elevasi surut (vang tidak
dapat menghasilkan klaim atas laut teritorial, ZEE,
atau landas kontinen). UNCLOS 1982 mendefinisi-
kan kemungkinan batas maksimum ZEE (hingga 200
mil laut dari garis pangkal) dan landas kontinen
(dalam kasus tertentu di luar 200 mil laut). Apabila
dua negara atau lebih dengan pantai yang ber-
lawanan atau berdekatan masing-masing mengklaim
landas kontinen atau ZEE 200 mil laut dan jarak
antara garis pangkal masing-masing kurang dari 400
mil laut maka akan dihasilkan suatu wilayah hak
yang tumpang tindih.

Untuk menjawab pertanyaan tentang kewajib-
an hukum yang berlaku bagi Filipina dan China
ichul‘lungﬂn L{L’ngan ptngcmhangan l‘JCI’SElma SL’tQ]ﬂh
putusan arbitrase Laut China Selatan, artikel ini
akan membahas hal tersebut pada bagian selanjutnya
di bawah ini.

V. Putusan Pengadilan Arbitrase Permanen Artas
Kasus Laut China Selatan (China v. Filipina)

Pada 22 Januari 2013, Filipina memulai
proses arbitrase melawan China sesuai dengan
Bagian 2 dari Bab XV dan Lampiran VII UNCLOS
1982, Bagian 2 pada Bab XV mengatur “prosedur
wajib yang memerlukan keputusan yang mengikat”
untuk  sengketa mengenai  interpretasi  atau
penerapan UNCLOS 1982, Prosedur ini tunduk
pElL{ﬂ pl‘mhﬂtaﬁan L:lan pfngﬁcuﬂlian ljcl'daiaTkEm

Bagian 3 Bab XV UNCLOS 1982. China telah

™ Bing Bing Jia, “The Principle of the Domination of the
Land over the Sea: A Historical Perspective on the
Adaptability of the Law of the Sea to New Challenges,”
German Yearbook of Intemational Law 57, No. 1 (2014): 1-
2.

7 Official Gazette of the Republic of the Philippines,
“Statement of Secretary Albert del Rosarior on the
UNCLOS  Arbitral Proceedings against China to
Achieve A Peaceful and Durable Solution to the Dispute
in the West Philippine Sea,” 22 Januari 2013,
hetps: v officialza vete gov. ph/2013/01 /2 2 /statement-
the-secretary-offoreignaa ffetirsontheunclosarbitral-proceedings
againstchinajanuary-22.2013/.

mengajukan pengecualian opsional sesuai dengan
Pasal 298 dalam deklarasi tanggal 25 Agustus 2006
yang menyamkan bahwa “China tidak menerima
prosedur apa pun yang diatur dalam Bagian 2 Bab
XV Konvensi sehubungan dengan semua kategori
perselisihan yang dirujuk dalam paragraf 1 (a), (b),
dan (¢) Pasal 298 UNCLOS 1982."

Deklarasi ini mengecualikan sengketa menge-
nai penetapan baws laut, teluk bersejarah amu hak
sejarah, kedaulatan atau kegiatan militer dari
penvelesaian sengketa yang sifatnya wajib. Filipina
menyatakan bahwa tidak satu pun dari pengecualian
yang dibuat China ini berlaku untuk pengajuan
Filipina dalam pengadilan arbitrase ini.’* Namun
demikian, China menegaskan bahwa pertanyaan
rentang delimitasi dan pertanyaan tentang hak saling
berhubungan serta keputusan tentang sejauh mana
hak adalah “bagian integral” dari penetapan bats.”
Akibatnya, karena pertanyaan tentang penetapan
batas dikecualikan dar  yurisdiksi  pengadilan
arbitrase berdasarkan Pasal 298 ayat 1 huruf a ()
maka China berargumen bahwa pengadilan arbitrase
seharusnya tidak memiliki yurisdiksi atas pertanyaan
tentang hak.

Meskipun  pengadilan arbitrase mengakui
melibatkan  klaim kedaulatan,

hahwa scngkcta

delimitasi maritim, dan hak maritim, namun
pengadilan arbitrase memurtuskan bahwa pertanyaan
rentang hak dan delimitasi adalah masalah yang
berbeda yang dapat diputuskan secara terpisah dan
dengan
mengatasi keberadaan hak maritim.™  Namun,
China keberatan dengan vurisdiksi pengadilan

arbitrase dan menoclak untuk berpartisipasi dalam

demikian  memiliki  yurisdiksi  untuk

arbitrase, serta tidak menerima putusan tersebut.
Dengan mengacu pada Pasal 9 Lampiran VIL
UNCLOS 1982, pengadilan arbitrase memutuskan
bahwa ketidakhadiran China bukan merupakan

pcnghalang |Jagi proscs tersebut.™

),” Lihat nomor 151-157, 392-394,
401-403.
™ Karte Parlett, “Jurisdiction of the Arbitral Tribunal in
Philippines v. China Under UNCLOS and in the
Absence of China™ American Joumal of International Law
110, No. 1 (2016): 266-272,
https://doi.org/10. 1017/52398772300009144.
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Putusan arbitrase LCS menegaskan posisi
Filipina, bahwa China tidak berhak menuntut hak
cksklusif di LCS di luar haknya berdasarkan
UNCLOS 1982, Putusan ini dihasilkan dari tiga ke
simpulan  yang  substansial.  Pertama, dalam
pandangan pengadilan arbirrase, setiap hak ber-
sejarah di LCS “dibamlkan ... dengan batas-baras
zona maritim yang oleh Konvensi.”™
Meskipun pengadilan arbitrase mengakui keberada-
an hak penangkapan ikan tradisional, mereka
menganggap hak-hak ini dimiliki secara individual
dan dipermhankan hanya di laut teritorial dan

bukan di ZEE.”
dapat mengklaim hak bersejarah di ZEE Filipina.

diatur

Dengan demikian, China tidak

Kedua, pengadilan arbitrase menilai starus
ficur-fitur pulau  tidak terkait dengan masalah
kedaulatan dan memutuskan bahwa semua fitur-fitur
pulau di Kepulauan Spratly adalah “karang” atau
“ketinggian air surut” berdasarkan Pasal 121 ayatr 3
UNCLOS 1982, Oleh karena itu, fitur-fitur pulau ini
tidak dapat menghasilkan hak pada ZEE atau landas
kontinen bahkan dengan asumsi bahwa China
menjalankan kedaulatan pada fitur-fitur ini. Ketiga,
pengadilan arbitrase memutuskan bahwa Kepulauan
Spratly tidak dapat menghasilkan hak secara kolektif
sebagai satu kesatuan atau tertutup dalam garis
pangkal kepulauan atau garis pangkal lurus.
dalam  pandangan
pengadilan arbirrase, tidak ada ZEE yang rumpang
tindih arau landas kontinen antara China dan
Filipina di bagian timur LCS, karena tidak ada dasar
hukum untuk hak China ates ZEE atau landas
kontinen di wilayah ini. Namun, China berhak
untuk mengklaim laut teritorial 12 mil laut di sekitar
tinggi  yang
Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal. Hak
penangkapan “yang
melalui pemanfaatan yang lama” juga tetap diakui di

Scarb(:rc:ugh Sh()ﬂl.

Secara  keseluruhan,

fitur  pasang disengketakan  dari

ikan tradisional diperoleh

-8

® Permanent Court of Arbitration, The South China Sea
Arbitration (The Republic of Philippinesv. The Peaple's
Republic of China). Lihat nomor 262 dalam Putusan
Permanent Court of Arbitration.

"7 Ihid. Lihat nomor 257-272 dalam Putusan Permanent

Court of Arbitration.

" Lucy Reed dan Kenneth Wong, “Marine Entitlements
in the South China Sea: The Arbitration between the

V1. Implikasi Putusan Arbitrase Laut China
Sclﬂtﬂl1 pﬂdﬂ [Jl:llgl:lnbilngﬂn Bl:rsﬂlnﬂ Mil‘wk
dan Gas Bumi

Kewajiban untuk bernegosiasi dan menahan
diri berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS

1982 berlaku untuk wilayah yang tumpang tindih

dengan hak ZEE dan landas kontinen. Oleh karena

itu, berdasarkan putusan pengadilan arbitrase Laut

China Selatan, klaim yang melebihi batas hak

sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 diangeap

tidak sah. Dengan demikian, baik kewajiban untuk
mcru]’ldingkan pcngatul’an sementara maupun
kewajiban menahan diri tidak akan berlaku dalam

L(EISUS L{i mana klﬂ]m yang SElh atas hElk lrrL:laSarkEln

UNCLOS 1982 bertentangan dengan klaim yang

tidak memiliki dasar berdasarkan hukum laut.

Setelah putusan arbitrase LCS, Filipina tidak
berkewajiban untuk merundingkan pengaturan se-
mentara dengan China dan juga tidak berkewajiban
menahan diri di wilayah maritim yang menjadi hak

Filipina, namun ini berlaku di wilayah di mana

China tidak memiliki hak. Ini termasuk Reed Bank

dan bagian timur LCS di mana Filipina mengklaim

ZEE dan landas kontinen. Kesimpulan ini didukung

oleh para ahli yang lain. Sebagai contoh, Wong dan

RL‘["[{ mL‘TlYEltElkan leth'ﬂ m[‘ﬁkipun kcbutuhan

untuk mengurangi tensi sengketa antara Filipina dan

China tetap ada karena tidak diterimanya putusan

rersebur, “rampaknya ridak ada ruang yang signifikan

untuk bernegosiasi tentang pengembangan bersama
sumber daya di luar teritorial 12 mil laur yang

mengelilingl  fitur  pasang  surut  yang  diseng-
ketakan.,”™  Kemudian, menurut Schoen-baum,
putusan  arbitrase  tersebut  berpotensi  untuk

“memperburuk sengketa” karena tidak meletakkan
dasar untuk upaya kerja sama di masa depan.”™
S(:t‘:lah putLISEI.n Ell'lji‘tTElS(:, SatU'SatUnYa zona
maritim yang disengketakan antara China dan
Filipina di bagian timur LCS adalah laut teritorial di
sekitar  fitur  air pasang vang  disengketakan.
Meskipun  pengaturan  kerja  sama  diizinkan
dilakukan di laur teritorial, UNCLOS 1982 tidak
mengatur kewajiban yang sama berdasarkan Pasal
74(3) dan 83(3) di laut teritorial dan tidak membuart

3
%ilippine& and China,” American Joumnal of Intemational
Law 110, No. 1 (2016): 746-760,
https://dol.org/10.1017/50002930000763202.
Thomas J. Schoenbaum, “The South China Sea
Arbitration Decision and a Plan for Peaceful Resolution

79

of the Disputes,” Journal of Maritime Law & Commerce 47,
No. 4 (2016).
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ketentuan tegas mengenai kerja sama terkait dengan
laut teritorial yang tumpang tindih, schubungan
dengan tumpang tindih antara zona maritim yang
herbeda (vaitu, satu laut treritorial dan satu ZEE), atau
berkenaan dengan satu laut teritorial berdasarkan
klaim wilayah yang disengketakan.

Filipina sudah  mencabur  momtorium
kegiatan minyak dan gas bumi pada 15 Oktober
2020 di wilayah yang diklaim China karena Filipina
tidak berkewajiban untuk menahan diri setelah
adanya putusan arbirrase LCS. Di lain pihak, China
telah menolak putusan arbitrase tersebut Jdan juga
terus menolak praktik penanglapan ikan dan
kegiatan Filipina lainnya di wilayah yang diseng-
kerakan dengan menggunakan kapal perang®
Selain iru, China relah menyamkan bahwa pihaknya
juga siap untuk melakukan segala upaya dengan
negara-negara yang terkait secara langsung untuk
masuk ke dalam pengaturan sementara yang bersifat
praktis.”  Meskipun China belum secara tegas
menyatakan bahwa mercka menganggap Filipina
berkewajiban  untuk bernegosiasi dan  bertindak
dengan menahan diri, China menggunakan bahasa
Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982. Kombinasi
aktivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh
China dan pernyataan China tersebur
jukkan bahwa China mengharapkan Filipina untuk
bemegosiasi dan bertindak dengan menahan diri.
Filipina sebenarnya telah memilih untuk bernego-

mentun-

siasi, dan  melanjutkan  pembicaraan

pengembangan bersama pada 2018, Oleh karena itu
muncul pertanyaan apakah diperlukan pengaturan

tentang

pengembangan  bersama meskipun China tidak
hak yang
disengketakan dan apakah hal tersebut dapat

memiliki atas  wilayah  maritim

merugikan klaim sah yang dimiliki oleh Filipina.

1. Apakah Pengaturan Sementara Merugikan
Klaim Filipina dari Perspektif Hukum?

Meskipun  pengaturan  sementara  tdak
merugikan salah satu negara terkait penetapan baras
dan kedaulatan, namun negosiasi antara Filipina dan
China akan menimbulkan prasangka jika salah satu
negara mengikutsertakan negara lain yang tidak
hak yang sah yang

disengketakan tersebut. Sejumlah ahli hukum di

memiliki atas  wilayah

Filipina, termasuk mantan Jaksa Agung Filipina,

telah  mengkritik  keputusan  Duterte  untuk

5 Gregory B. Poling, *A Brittle Status Quo in the South
China Sea,” dalam Maritime Issues and Regional Order in
the Indo-Pacific, ed. Leszek Buszynski dan Do Thanh Hai,

menegosiasikan  pengembangan  bersama  dengan
El]ElSEln IJEth"r] kcstpakﬂtﬂn hL’TSElmEl Llcngim Chlnﬂ
pada dasarnya adalah  pengabaian  keputusan
arhitrase pada kasus Filipina v. China, atau negosiasi
ini akan berakibat status Laut Filipina Barar masih
dalam sengkera.
berpendapat
akan  membuat

Senator Filipina Pangilinan dan
pengembangan
Filipina  mengakui
kepemilikan bersama yang tidak sah dengan China
di Laut Filipina Barat.

Pertanyaan utamanya adalah apakah dengan
[li]ﬂkukﬂnn'y'ﬂ ptngatul’an sementara ﬂkﬂn Tl'lL‘TnhLl at

Trillanes bahwa

bersama

Filipina yang memiliki klaim yang sah ams wilayah
klaim China yang tidak
mempunyai dasar hak atas wilayah tersebut. Jawaban
atas pertanyaan ini tergantung pada bagaimana

terscbut  mengakui

sescorang memahami  kata  “mengakui” dalam
konteks ini. Jika “mengakui” dipahami sebagai
isyarat  politk bahwa suatu  negara  mem-

pertimbangkan kepentingan negara lain sebagai
suatu fakta, meskipun kepentingan tersebut tidak
didasarkan pada klaim yang sah maka jawabannya
adalah "menyetujui”. Ini adalah argumen intuitif
hah\ﬁfﬂ pcngcmbangan l']QT'SEImEl antara Chlnﬂ dﬂn
Filipina di wilayah di mana China tidak memiliki
[lElSal' hﬂk mﬂnan[{ﬂkﬂn secara hukum klan pi]]]t]k
China
pengaturan Namun, jika "mengakui"
dipahami sebagai suatu negara akan memperoleh
hak hukum wyang ridak dimilikinya dengan
mengadakan suatu pengaturan maka jawabannya
adalah “tidak menyerujui”.

Jika suatu negara dapat memperoleh hak
hukum
bersama maka ini menyiratkan bahwa suatu negara
dapat memperoleh hak vang tidak dimilikinya
IJ(:I'LlaSElTL(Eln

bahwa kepentingan tercermin  dalam

terschut.

dengan  mengadakan  pengembangan

pcngﬂturan sementara C{Cngﬂn
menentukan langkah-angkah praktis untuk kegiatan
Kesimpulan ini  bertentangan dengan
konsep dasar pengaturan sementara, serta tidak
didukung oleh prakrik negara-negara di LCS iru
sendiri. Jika suatu negara dapar memperoleh hak
berdasarkan pengaruran sementara, Viemam dan
China akan memperoleh hak di Reed Bank sebagai
hasil dari JMSU mengenai pengaturan eksplorasi
bersama yang berlaku antra whun 2005 hingea
2008. China telah menegaskan bahwa mereka

memiliki hak di Reed Bank, tetapi tidak ada indikasi

IJCI'SElTl'lEl.

Cet. 1, (Cham: Springer Nature Switzerland, 2021), 1-
)

*'Ministry of Foreign Affairs of the People’s of Republic
of China, “Position Paper”.
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bahwa China memperoleh hak ini sebagai hasil dari
JMSU. Hal yang terpenting untuk dipahami adalah
China tidak pernah berargumen bahwa mereka telah
memperoleh hak sebagai akibar dari [MSU dan
JMSU ridak relevan untuk menentukan keberadaan
hak pada putusan arbitrase LCS. Posisi yang lebih
umum juga didukung dalam literatur. Sebagai
contoh, Reiner Lagoni menolak gagasan bahwa
kegiatan bersama vyang dilakukan berdasarkan
kesepakatan akan *mencipmkan hak yang diperoleh”
vang tidak dimiliki negara sebelum kegiatan bersama

dilakukan.®

Selain itu, pengaturan sementara secara
teratur memasukkan clauses of without prejudice yang
secara eksplisit mencakup pertanyaan tentang ada
atau tidak adanya hak.)“ Dalam kasus ]MSU, para
pihale memilih without prejudice clause yang hanya
mengecualikan  potensi prasangka di luar batas
delimitasi yang menyebutkan “Para Pihak mengakui
bahwa penandatanganan Perjanjian ini tidak akan
merusak posisi dasar yang dipegang oleh Pemerintah
masing-masing Pihak mengenai masalah Laut China
Selaran.” Masalah LCS dipahami sebagai masalah
mengenai hak maritim. Without prejudice clauses
menjamin  bahwa kerentuan  substansial  dari
pengaturan apa pun tidak memengaruhi klaim
negara-negara. Sehab, suatu negara ridak menyerujui
klaim negara lain atas ZEE atau landas kontinen
hanya dengan masuk dalam pengaturan sementara
jika negara lain tersebut tidak berhak atas wilayah
tersehut. Suatu negara juga tidak dilarang untuk
menyangkal bahwa negara lain memiliki klaim yang
sah mengklaim
melampaui batas luar daerah yang mungkin telah
ditetapkan oleh pengaruran pengembangan bersama

berdasarkan pengaturan bersama.

atau  dari suatu  daerah yang

2. Dapatkah Pengembangan Bersama Minyak
dan Gas Bumi Menghasilkan Konsekuensi
vang Merugikan Secara Faktual?

Pembahasan sebelumnya menghasilkan dua
kesimpulan. Pertama, Filipina tidak berkewajiban
untuk menegosiasikan pengaturan pengembangan
hersama dengan China di wilayah maritim yang
menjadi hak Filipina, di mana China tidak memiliki
hak di wilayah tersebut. Kedua, bahkan tanpa adanya
hak yang tumpang tindih, pengembangan bersama

% Reiner Lagoni, “Interim Measures Pending Maritime
Delimitation  Agreements!”
Intemnational  Law 78, No. 12
lttps: //dolorg/10.2307/2202280.

#* Ibid., 359.

American Jowmal of

(1984):  343-368,

sechenarnya tidak akan mengurangi klaim Filipina.
Filipina, di bawah rezim Duterte, tampaknya telah
sampai pada kesimpulan bahwa mereka membuka
ruang  untuk  menegosiasikan  pengaturan
pengembangan bersama dengan China. Pada kasus
ini, pertanyaannya adalah apakah ada konsekuensi
yang merugikan secara faktual dari pengembangan
bersama antara China dan Filipina, dan apa yang
dapat dilakukan para pihak untuk melindungi diri
mereka dari konsekuensi ini.

Sebuah fakta bahwa suatu negara tidak dapat
memperoleh hak yang tidak dimilikinya dengan
mengadakan perjanjian pengembangan bersama,
tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan
bahwa suatu perjanjian dapat memiliki konsekuensi
yang fakrual  merugikan  posisi  dan
kepentingan para  pihak. Apakah pengaruran
pembagian sumber daya memiliki konsekuensi yang

secara

merugikan bagi Filipina akan bergantung pada
penilaian sejauh mana China dapat menggunakan
pengaturan sementara untuk mengekstraksi konsesi
dan untuk meningkatkan pengaruh ams Filipina di
masa depan. Kegiatan penelitian seismik, misalnya,
vang L{ilEll'(Lll'(Eln ljl_']'L:IElSElrkEln p(:ngatumn l]L'l'SEllTlEl
dapat menghasilkan data seismik yang relevan secara
praktis dan ckonomis. Kepemilikan data tersebut
juga dapat mempengaruhi kepentingan negara, dan
memengaruhi perilakunya dalam negosiasi di masa
depan. Pada kasus JMSU periode 2005-2008,
beberapa pejabat Filipina menuduh perusahaan
China, China National Offshore Oil Company, tidak
membagikan semua dara seismik yang diperoleh
perusahaan berdasarkan aktivitas bersama. Jika
tuduhan ini benar, China National Offshore Qil
Company akan memperoleh keuntungan praktis
(berkenaan dengan informasi berharga) atas Filipina
sebagai hasil dari kegintan bersama.™ Oleh karena
itu, ada kemungkinan suatu pengaturan yang
mengarah pada perubahan keadaan fakrual dari saru
atau kedua pihak perlu ditangani oleh negosiator
dan terkait dengan hal tersebut, pengamanan atau
jaminan harus diatur.

Luasnya keadaan yang herubah secara fakrual
tergantung pada ketentuan yang tepat dari setiap
pengaturan individu. Ini termasuk persyaratan yang
berkaitan dengan pembagian data, prosedur transisi
dari pekerjaan eksplorasi ke eksploitasi, persyaraman

# Enrico Dela Cruz, “Philippines’ Oil Siill in Troubled
Waters After South China Sea Ruling,” 22 Juli 2016,
hetbs://wuwa. ren ters.com/ anticle ussouthc hinasearuling
philippineseneridUSKCNI1020HK.
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untuk partisipasi perusahaan dan sektor swasta
dalam proyek bersama, dan persyaratan  untuk
investasi dan akses pasar. Faktor terkait lainnya
termasuk pengaruh salah satu pihak rerhadap pihak
lain  sebagai konsekuensi dari investasi dan
kemampuan reknologi yang ridak seimbang. Sebuah
pertanyaan bagi China adalah apakah mereka dapat
menawarkan persyaratan dan perlindungan yang
jelas untuk melindungi  Filipina, dalam rangka
meningkatkan peluang keberhasilan pengembangan
bersama. Pertanyaan ini sangat penting karena
negara-negara Asia Tenggara mewaspadai apa yang
mereka lihat sehagai upaya China untuk mengambil
peluang untuk mengubah status quo yang mengun-
tungkannya ®

mendapat
pertimbangan khusus dari Filipina. Pertama, apakah
China ridak
menegaskan  klaimnya aras zona maritim  jika
Filipina mau mengadakan perjanjian pengembangan

Ada  dua isu yang perlu

bersedia  berkomitmen  untuk

bersama dengannya! Kedua, apakah pengaturan
akan disertai dengan pemahaman tenrang kegiatan
sepihak  di tidak
pengaturan!

Berdasarkan permasalahan yang baru saja

area  yang tercakup dalam

dijelaskan, negara yang berkepentingan di LCS
mungkin tergoda untuk kembali ke pengaturan yang
lebih ambigu tanpa kewajiban yang jelas, salah satu
ccmt(:hnya adalah “kcscpakatﬂn verbal”  antara
Filipina dan China rentang perikanan. Namun, hal
ini tidak selalu memberi keuntungan pada
kepentingan mnegara yang lebih kecil. Hal ini
ditunjukkan dalam kasus kesepakatan verbal terkair
perikanan antara China dan Filipina. Dalam
pengadilan arbitrase LCS, pengadilan arbitrase
menemukan bahwa praktik penangkapan ikan
China di Scarborough Shoal dan di berbagai bagian
Kepulauan Spratly sangat berbahaya ™  Dapat
dikatakan, temuan ini memerlukan upaya untuk
mcnghasﬂkan aturan untuk pmktik pcnﬂngkﬂpﬂn
ikan yang berkelanjutan dan penegakannya yang
efektif, serta tidak harus melakukan “pengaturan di
bawah tangan” yang ambigu seperti vang akhirnya
disimpulkan di antara para pihak.

Perjanjian tertulis yang memberikan dasar
hukum unrtuk lingkup kegiatan bersama yang sedang
dipertimbangkan lebih  baik

rentu daripada

. Burgess, “

| C2(

pengaturan yang ambigu. Ketentuan yang jelas dari
suatu pengaturan dapat memberikan batasan pada
kegiatan bersama dan melindungi suatu negara dari
konsekuensi yang ridak diperkirakan dan perubahan
fakrual yang kemungkinan terjadi. Salah satu strategi
untuk melindungi negara-negara dari konsekuensi
yang tidak terduga adalah dengan memasukkan
ketentuan tentang durasi dan penghentian sepihak
dari suatu pengaturan. Meskipun hal ini menye-
lesaikan status guo, namun paling tidak ada opsi bagi
negara-negara untuk melepaskan diri dari penga-
turan yang ternyata merugikan kepentingannya.

VIL. Penutup
A. Simpulan

Setelah putusan arbitrase LCS, Filipina tidak
berkewajiban untuk merundingkan pengaturan
pengembangan bersama dengan China atau juga
tidak berkewajiban menahan diri, karena tidak ada
hak ZEE atau landas kontinen yang tumpang tindih
antara Filipina dan China di LCS bagian timur.
Selain  itu, meskipun Filipina  mengadakan
pengembangan bersama atau pengaturan lain yang
bersifat praktis dengan China di wilayah yang bukan

hak China, hal it ridak

mengurangi  klaim hukum Filipina aras wilayah

mcrup:llcan le(:l]'l
rerseburt.

Filipina nampaknya ingin membuka ruang
untuk merundingkan pengaturan sementara dengan
China pada kasus LCS. Jika negosiasi antara Filipina
dan China menghasilkan perjanjian pengembangan
China tidak

menggunakan perjanjian  tersebur  sebagai  dasar

bersama, dapat secara hukum
untuk mengklaim batas laut tertentu. China juga
tidak dapat mengklaim bahwa Filipina menyetujui
hak berdaulat China atas wilayah tertentu hanya
dengan  menyetujui  pengaturan  pengembangan
bersama. Filipina juga berhak untuk mengklaim hak

eksklusif i
pengembangan

dalam  dan  di  luar  wilayah

bersama.  Dapat  disimpulkan,

analisis serupa akan berlaku mutatis mutandis untuk

perjanjian  bersama  terkait  perikanan  atau

pengaturan kerja sama pencgakan hukum antara
Filipina dan China.

* Marites Danguilan Vitug, Rock Solid: How the Philippines
Won Its Maritime Case against China (Manila: Ateneo De
Manila University Press, 2018), 67.
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Filipina tidak akan mengakui klaim China dalam arti
China

konsckuensi dari pengaturan tersecbur. Namun,

bahwa akan memperoleh hak sebagai

pengaturan  pengembangan  bersama  akan
mengisyaratkan bahwa Filipina mempertimbangkan
kepentingan China sebagai fakea ketika bertindak di
wilayah yang dimaksud dan hal ini merupakan
sebuah fakra yang memiliki konsekuensi politis.
Oleh karena itu, tidak mengherankan, salah satu
masalah dalam kegiatan pengembangan bersama
adalah ketakuran beberapa pejabat di Filipina bahwa
China dapat menggunakan pengaruran sementara
untuk secara bertahap membangun klaim de facto di
wilayah vyang disengketakan. Bagi para pejabat
pengembangan bersama bukan hanya
juga
potensial yang dapat dimanfaatkan China untuk

Filipina,

instrumen  kerja  sama, tetapi instrumen

mengklaim zona maritim tertentu.

Pengembangan bersama minyak dan gas bumi
dapat mengakibatkan konsekuensi praktis yang
dapar merugikan Filipina jika ridak diprediksi dan
ditangani melalui pengaturan. Satu langkah negatif
yang dapat dilakukan China untuk mengklaim zona
maritim melalui pengembangan bersama adalah
mengklarifikasi apakah dan sejauh mana kepen-
tingan maricim China akan dipenuhi dengan
mengadakan pengaturan sementara. Posisi tawar
Filipina dalam negosiasi dengan China sekarang
lebih kuat daripada sebelum putusan arbitrase LCS.
Setiap pengaturan pengembangan bersama antara
Filipina dan China akan mewakili konsesi politik
utama Filipina, berdasarkan keputusan pengadilan
arbitrase LCS.

B. Saran

Dengan adanya putusan arbitrase yang
menolak klaim China atas zona maritim di wilayah
tengah dan timur LCS di luar laut teritorial 12 mil
laut sekitar fitur pasang surut yang disengketakan
maka peluang China untuk mengeksploitasi sumber
daya minyak dan gas secara sepihak di wilayah
tersebut sangat kecil. Biaya politk vyang akan
dikeluarkan China dari upaya eksploitasi sepihak
atas wilayah ini akan sangat tinggl. Pada kasus ini,
akrivitas pengembangan bersama sumber daya
minyak dan gas bumi mungkin merupakan satu-
realistis =~ China  untuk

satunya pilihan

mengeksploitasi sumber daya di wilayah ini. Terkait
hal ini, perlu dibuat Joint Development Agreement
China yang merupakan
vang tidak

apabila  dibandingkan

antara  Filipina dan

pengaturan  bilateral terlalu  Tumit

dinegosiasikan dengan
kesepakatan multilateral. Prospek terbaik untuk
kerja sama pengembangan bersama minyak dan gas
bumi adalah wilayah geografis yang diklaim oleh dua
negara tersebut (China dan Filipina), bukan wilayah

yang termasuk dalam klaim tiga negara arau lebih.
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